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ABSTRAK 

 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah 

berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. 

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 

masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, 

pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Menjadi 

pokok permasalahan yaitu : bagaimana pelaksanaan dan kriteria pembagian 

bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muarae Enim ?. Bagaimana tinjauan 

Fiqh Muamalah terhadap bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat 

miskin di desa Air Limau kecamatan Ramabang Dangku kabupaten Muara Enim?. 

Metode penelitian lapangan, di mana data primer diperoleh dari informan secara 

langsung dilokasi penelitian melalui wawancara, serta data sekundernya yang 

berasal dari buku, media elektronik dan jenis penelitian yang ada. Semua data 

yang diperoleh melalui tehnik wawancara dan dokumentasi dan kemudian 

menarik kesimpulan melalui konsep analisis kualitatif.  

Kriteria bantuan bedah rumah.(a) Surat pernyataan belum pernah menerima 

bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat.(b) 

type rumah 4x6.(c) Tidak mempunyai kakus (MCK) (d) Rumah yang dimiliki 

dengan kondisi rusak dinding, lantai dan atap tidak memenuhi standar layak huni. 

(e) mempunyai tanah, Surat yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan 

tanah warisan yang belum dibagi. (f) Fotokopi sertifikat hak tanah (g) Fotokopi 

kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili 

lokasi pembangunan perumahan swadaya. Menurut Tinjaun Fiqh Muamalah 

program bedah rumah pada masyarakat miskin di desa Air Limau masih belum 

sesuai di karenakan ketidak adilan seorang pemimpin dalam memilih objek dan 

subjek yang tepat sehingga apa yang terjadi di lapangan menyebabkan 

kecemburuan sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria 

bantuan bedah rumah tergeser oleh masyarakat yang memilki hubungan 

kekerabatan dengan dengan aparatur desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan 

bedah rumah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak lahir hingga sekarang, kita hidup di tengah masyarakat. Kehidupan 

bersama itu melahirkan berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Di 

satu pihak, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Di pihak lain, kita ingin 

sendiri dan tidak ingin diganggu. Singkatnya, pengalaman hidup bersama orang 

lain mulai dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat menyadarkan kita akan 

persamaan maupun perbedaan kita dengan orang lain.
1
 Sebagai mahluk sosial, 

manusia saling menerima dan memberi andil serta saling bermuamalah untuk 

mencapai kemajuan dalam kehidupan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri dan 

lebih jauh diterangkan dalam Ilmu Sosial bahwa manusia itu saling berhubungan 

satu sama lainnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia 

diperlukan kerjasama dan tolong-menolong serta bergotong royong dalam berbuat 

kebaikan.
2
 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari pembangunan nasional. Dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial  dan 

kepedulian sosial perlu menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang 

nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, agar terwujudnya   

                                                           
1
Muin Idianto, Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm 2  

2
Ali, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 

hlm 10 



 
 

masyarakat yang adil dan makmur yang merata, baik dari material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan 

kesejahteraan sosial pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama 

masyarakat, dengan demikian diperlukan lingkungan kebijakan yang konduktif, 

yang mendorong masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam 

pembangunan kesejahtaraan sosial.
3
  

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah telah 

menyelenggarakan banyak program-program seperti Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP), Program keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain yang tentunya 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program 

yang di bentuk oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

berupa, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Perumahan Swadaya 

adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, 

baik secara sendiri maupun berkelompok, yang meliputi perbaikan, 

pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.  

Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 

memperoleh rumah yang layak huni. Tujuan dari program perumahan Swadaya 

dalam bidang perumahan adalah menyelesaikan backlog (kekurangan jumlah 

rumah) rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data yang dihimpun, 

provinsi Sumatera Selatan yang penerima bantuan stimulan Perumahan Swadaya 

                                                           
3
 Susanto, Astrid, Sosiologi Pembangunan, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm 70 



 
 

Tahun 2015 yaitu di Kabupaten Muara Enim sebanyak 10.433 unit, terdiri dari 

setiap kecamatan, dan di kecamatan Rambang Dangku mendapat bantuan 

sebanyak 107 unit rumah. Desa Air Limau merupakan bagian dari kecematan 

Rambang Dangku yang menerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/bedah 

rumah sebanyak 42 unit rumah yang terdiri dari 6 dusun.
4
 Total dana program 

bedah rumah untuk Pembangunan Rumah baru sebesar Rp 15.000.000, dan untuk 

Renovasi/Perbaikan Rumah Rp. 10.000.000. Bantuan yang diperoleh masyarakat 

dalam bentuk bahan bangunan bukan berupa uang tunai. 
5
 

Terjadinya kemiskinan di pedesaan terutama di desa Air Limau Kecamatan 

Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim, di sebabkan karena rendahnya 

pelayanan dan kondisi infrastruktur desa dalam mendukung pengembangan 

ekonomi pedesaan, produktivitas, mobilitas dan distribusi hasil-hasil produk 

pertanian yang merupakan bidang paling banyak digeluti oleh masyarakat desa. 

Tidak hanya itu, akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan 

pembangunan selama ini masih lemah, karena tidak memiliki koneksi yang 

memadai, kapasitas yang terbatas dan seterusnya. 

Sementara itu pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan oleh 

Pemerintah daerah sering bersifat Top Down karena hanya mengarah pada 

pembangunan yang berasal dari pusat, kurang melakukan pembangunan yang 

diawali dari bawah atau dilakukan melalui tahap terkecil seperti melakukan 

pembangunan ditingkat desa, dalam rencananya hingga proses evaluasi, dimana 

peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Peran masyarakat hanya sebagai 

                                                           
4
 Palembang.tribunnews.com  31 Mei 2016 (SriwijayaPostSripoku.com). Diakses 10 

Oktober 2016 
5
 Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2016 (Pemberian hibah pasal 4-7)  



 
 

penerima putusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalanya proses 

pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Diketahui bahwa 

pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, 

dalam pelaksanaanya pembanguan pedesaan seharusnya mengacu pada 

pencapaian tujuan pembanguan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat 

pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. 

Dasar pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat RI No. 39 Tahun 2015.
6
 Seiring perkembangan zaman 

dan pengetahuan, pola hidup manusia sedikit banyak mengalami perubahan, yang 

berpengaruh pada aturan yang dijadikan standar norma dan etika bersosial 

masyarakat. Hal ini berlaku secara teori, segala bentuk prilaku dalam Islam 

berikut perubahannya harus memiliki status hukum yang jelas, karena dalam 

Islam segala sesuatu tak lepas dari pengawasan syariat. Oleh karena itu, Islam 

memberikan landasan pokok untuk dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai 

masa dan kondisi yang dijalani oleh manusia, yaitu Ijtihad berkenaan dengan 

pemahaman atas al-Quran dan Hadist. Adapun pemahaman dan perkembangannya 

harus selalu disesuaikan dengan indikasi yang berlaku, sehingga relevansi pokok 

agama tetap berlaku.
7
 

Meskipun sudah melalui proses yang panjang, ternyata program tersebut 

dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat 
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Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk 

mensejahterakan masyarakat. Dalam hal proses membangun rumah memakai 

sistem gotong royong masyarakat, tidak memakai tenaga tukang (tenaga ahli 

renovasi rumah) dari pemerintah sehingga menyababkan kekurangan dana dalam 

hal konsumsi. 

Selanjutnya penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Air 

Limau kecamatan raambang dangku kabupeten Muara Enim hampir keseluruhan 

merupakan kerabat dekat pengurus bantuan sehingga ketepatan sasaran tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang 

sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi layak 

sedangkan banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut 

menjadi tidak layak dikerenakan tidak mempunyai kerabat dekat seorang 

pengurus bantuan.  

Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya kecemburuan sosial diantara 

masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas maka penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui bagaimana “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya Pada Masyarakat Miskin di Desa Air Limau 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim” 

 

 

 

 

 



 
 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan dan kriteria pembagian Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau 

kecamatan Ramabang Dangku kabupaten Muara Enim ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan kriteria pembagian Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ? 

2. Untuk mengetahuai tinjauan fiqh muamalah terhadap Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim  

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya bagi 

penulis. 

2. Memberi masukan bagi pengamat di bidang hukum, dan pelaku transaksi 

dalam bermuamalah.  

 

 



 
 

D. Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang di 

angkat oleh peneliti yaitu mengenai hibah diantaranya adalah: 

Skipsi yang disusun Ika Desiana yang berjudul: Kemampuan Masyarakat 

Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Studi Kasus di 

Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji) ia 

mengatakan, alasan masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan 

Way Serdang, Kabupaten Mesuji memenuhi persayaratan bantuan stimulan bedah 

rumah yang telah ditetapkan dikarenakan sebagain besar masyarakat sudah 

mempunyai kesiapan dalam menyambut program dari pemerintah berupa bahan-

bahan bangunan, sebagain juga sangat antusias sehingga memutuskan untuk 

mengambil bantuan tersebut.  

Sehingga program tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

kehidupan masyarakat di desa tersebut. Adapun alasan masyarakat miskin tidak 

memenihi persyaratan tersebut disebabkan faktor ekonomi diamana masyarakat 

merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kendala yang 

mempengaruhi pengambilan bantuan stimulan bedah rumah dirasakan oleh 

masyarakat miskin salah satunya adalah karena ditetapkannya persayaratan, 

meskipun bantuan tersebut sangat diharapkan serta dibutuhkan oleh masyarakat 

miskin.
8
 

Solusi yang diberikan masyarakat cukup membantu pemerintah Kabupaten 

Mesuji dalam melakukan evaluasi program bantuan dengan melakukan 
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pengawasan maupun peningkatan kinerja dari instansi terkait guna menanggapi 

permasalahan yang terjadi. Sehingga terjali kerasama yang intensif antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam menciptakan kemajuan, dan kemakmuran 

bagi masyarakat desa.   

Raden Arsali dalam Jurnalnya menyimpulkan bahwa peran Pemuka Pendapat 

Sukorambi-Jember dalam Program Bedah Rumah di Desa Sukorambi dalam hal 

ini perangkat desa, Kyai/Bindereh dan tokoh masyarakat sangat dirasa oleh 

masyarakat. Perangkat Desa berperan sebagai penyambung asipirasi masyarakat 

untuk dapat membantu mewujudkan program bedah rumah hingga rumah tersebut 

layak huni sesuai dengan target yang tepat sasaran. Kyai/Bindereh berperan 

sebagai pemuka agama yang mengingatkan syariat Islam dalam program bedah 

rumah, dan tokoh masyarakat sebagai penggerak masyarakat untuk saling 

bergotong royong dalam membantu para penerima bantuan program rumah 

tersebut.
9
  

Berbeda lagi dengan kesimpulan Aidin Sutrisno dalam skripsinya ia 

menemukan beberapa problem; (1) Pada tahap persiapan  program Bedah Rumah, 

penerima merasa terbebani dikarenakan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu 

untuk melengkapi persyaratan pengajuan penerima bedah rumah, kriteria 

pengajuan bantuan bedah rumah tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan Menteri dan Undang-undang yang 

berlaku. 

 (2) Pelasanaan bedah rumah, pada tahap pertama menimbulkan masalah 

                                                           
9
Raden Arsali, Studi Komunikasi Politik Pemuka Pendapat Dalam Efektifitas Pelaksanaa 

Program Bedah Rumah di Desa Sukorambi Jember, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Jember, 2015, hlm 9 



 
 

yaitu teradi miss komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga 

terjadi salah persepsi masyarakat terhadap persyaratan yang ditentukan oleh 

BAPPEDA untuk mencairkan dana tahap kedua, sehingga masyarakat terpaksa 

mencari pinjaman untuk meneruskan pembangunan yang sudah setengah jadi 

untuk melengkapi persyaratan yang bukan seharusnya. (3) Setelah pelasanaan 

bedah rumah, timbulnya kecemburuan sosial pada masyarkat. Jadi dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian Aidin, program bedah rumah belum sepenuhnya 

mensejahterahkan masyarakat dikarenakan masih ada banyak kendala yang terjadi 

dilapangan.
10

  

Berdasarkan penelitian tersebut belum ada yang membahas secara 

komprehensif program bedah rumah yang ditinjau dari  fiqh Muamalah. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode ilmiah adalah cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis penemuan, 

pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai 

kebenaran ilmu guna memecahkan masalah (Almack). Penggunaan metode 

penelitian yang tepat guna menghindarkan pemecahan masalah yang spekulatif, 

dan meninggkatkan objektivitas dalam menggali ilmu.
11

 Penelitian ini diadakan di 

desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara Enim.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu: suatu 

penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai 
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sumber data primernya.
12

  

2. Sumber Data Penelitian
13

 

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua 

sumber yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian di 

langsungkan
14

. Dengan metode primer peneliti menggunakan wawancara 

langsung yang dilakukan kepada pemilik rumah yang mendapat bagian 

dari bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 42 unit rumah dan 42 

(empat puluh dua) orang narasumber, masyarakat yang tidak mendapat 

bantuan stimulan perumahan swadaya lima (5 orang) dan aparat desa yang 

berada di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara 

Enim. Masyarakat yang mendapat bantuan dan masyarakat yang tidak 

mendapat bantuan dan aparat desa merupakan pelaku dalam bantuan 

stimulan perumahan swadaya, sehingga mereka menjadi informasi 

penting, selain itu peneliti juga mengamati langsung pada situasi dan 

kondisi objek yang diteliti. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

orgnisasi yang bukan pengelolanya dengan kata lain sumber data sekunder 
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adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan 

perbandingan.
15

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

peneliti terhadap narasumber atau sumber data
16

 yaitu: masyarakat miskin 

yang mendapat bagian program bedah rumah, aparat desa. Dalam metode 

ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga 

informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata 

saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang 

mengenai program bedah rumah dari pemerintah kepada masyarakat 

miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara 

Enim. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 

historis. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan 

mengelola dokumen atau data literal yang berhubungan dengan objek 

penelitian.
17

 Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah 
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yang berhubungan dengan pemberian/hibah bedah rumah di desa Air 

Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. 

4. Analisa Data 

Analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa kualitatif,  yang 

menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-

uraian tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di desa Air 

Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Bentuk data akan 

diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.    

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum skipsi ini, 

penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab 

sebagai berikut: 

Bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metodelogi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah bagian tinjauan pustaka yang meliputi identifikasi  Hibah ,  

syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, penarikan hibah dan identifikasi 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab 

ini akan digambarkan mengenai profil atau gambaran umum tempat penelitian 

bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau yaitu berisi sejarah desa 

Air Lumau, letak geografis, keadaan ekonomi, keadaan beragama dan sosial 



 
 

budaya dan sarana prasarana.  

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang berisi proses 

pelaksanaan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap bantuan stimulan perumahan 

swadaya di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara 

Enim. 

Bab kelima, penutup berisikan kesimpulan dan saran.  



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hibah dalam ruang lingkup Fiqh Muamalah 

Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah yang masuk dalam pembahasan 

mengenai kesenjangan sosial berupa bantuan bedah rumah yaitu yang berkaitan 

dengan hibah mengenai program bedah rumah. Ruang lingkup fiqih muamalah 

adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam 

yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, 

sunnah, haram, makruh dan mubah. Seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan 

sebagainya. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum yang menyangkut urusan 

ibadah dalam kaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan 

hubungan manusia dengan manusia lainya. 

Berikut ini akan di uraikan pengertian hibah secara lebih jelas karena hibah 

akan menyinggung tentang bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari 

keuangan pada daerah mengenai bantuan program bedah rumah termasuk bagian 

dari mekanisme bantuan dana hibah. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan 

masalah pengaturan yang masih belum jelas bagi pelaksana anggarannya. 

Terutama antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang memiliki wilayah 

sasaran yang hampir sama dimana penerimanya menjalankan peran yang bisa 

menjadi penerima belanja hibah maupun bantuan sosial. 

 

 



 
 

1. Pengertian Hibah 

Secara bahasa, dalam kamus Al-Munjid, hibah berasal dari akar kata 

wahaba - yahabu – hibatan, berarti memberi atau pemberian.
18

 Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan 

mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain
19

. Kata hibah berasal dari 

bahasa Arab yang sudah di adopsi menjadi Bahasa Indonesia dari kamus al-

Munawwir kata ini merupakan masdar dari kata wahaba ( ًىت  ) yang berarti 

pemberian
20

.  

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi 

akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika 

pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan siapa saja yang memiliki 

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak 

lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.
21

 

Menurut istilah ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang 

berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu 

benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut 

madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan 

kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi‟i 

dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah 

memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
22

 Sedangkan dalam Kompilasi 
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Hukum Islam, pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa: 

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk 

dimiliki. 

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
23

 

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan 

pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. 

Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberi 

hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik 

maka itu disebut pinjaman. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka 

yang seperti itu namanya jual beli.  

Mengutip perkataan Syaikh Abu Syujak “setiap yang boleh dijual boleh 

pula dihibahkan”
24

. Ketahuailah, bahwasanya memiliki yang lain tanpa ganti 

atau bayaran, yaitu mengkhususkan pemberian itu baginya karena menuntut 

pahala dari pada Allah Ta‟ala, yaitu adalah sedekah. Tetapi kalau diserahkan 

kepadanya karena menghormatinya itu dinamakan hadiah, ataupun boleh juga 

dinamakan hibah. 
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2. Dasar Hukum Hibah
25

 

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari 

oleh nash al-Qur‟an dan hadis Nabi. 

1. QS. al-Maidah Ayat 2 
26

 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا  قْوَىٰ وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّ
 ﴾٢﴿المائدة: اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 

Sebab Turunya Ayat: Menurut Zaid bin Aslam menuturkn, bahwa ayat ini 

diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat saat berada di 

Hudaibiyyah, yang di halangi orang-orang musyrikin untuk sami ke Baitullah, 

keadaan ini membuat sahabat marah, suatu ketika, dari arah timur, beberapa 

orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka. Para sahabat pun 

berkata, bagimana jika kita juga menghalangi mereka, sebagaimana kita pernah 

di halang-halangi. 

Penjelasan Ayat: Makna al-birru (  ِالْجر) dan at-taqwa ( ٍ ٌَ  ,dua kata ini (التَّقْ

memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian 

dari yang lainnya. Secara sederhana, al-birru (  ِالْجر) bermakna kebaikan. 

Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala 

macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. “Al-Birru adalah 

satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari 
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seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu 

ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab 

seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya”.(Imam Ibnul Qayyim) 

Allah SWT mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan 

dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, 

terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan 

menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, 

sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah 

melimpah. Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa 

Rasulullah saw. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan 

muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah 

umat muslim Mekkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum ansor atau Muslim 

Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan 

sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para 

muhajirin. 

2. Dalil al-hadis
27

 

   الله عليو صلَ لنجي   عه عنو تعبلَ الله رضي ىريرح اثَ عه

ا رًاه الجخبرٍ فَ الادة المفر د ًاثٌ)ًسلم قبل تيبدًاًتحبثٌ   

28(يعلَ ثأسنبد حسه  
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Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah beliau berkata bahwa Rasulullah 

jika diberi makanan beliau bertanya, ini hadiah atau sedekah ? jika ini adalah 

sedekah beliau berkata kepada para sahabatnya. “Makanlah!” Sedangkan 

beliau tidak memakannya. Namun jika ini adalah hadiah maka Rasulullah akan 

memakannya bersama-sama dengan mereka. 

Memang hadiah adalah sarana untuk menjernihkan antara dua orang yang 

sedang kurang harmonis. Tatkala salah satu memberi hadiah kepada yang lain 

maka masalah bisa terselesaikan. Bahkan jalinan antara keduanya semakin erat 

setelah sebelumnya kurang harmonis. Dalam sebuah riwayat dari sahabat 

Abdullah bin Mas‟ud.  

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan 

(hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, 

Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk 

menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya. Menurut Ali Ahmad al-

Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat 

Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. 

Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari 

keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.
29

 

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits di atas jumhur ulama berpendapat 

bahwa hibah hukumnya sunnah dalam Islam. Hibah juga Suatu bentuk 

kepedulian sosial yang positif dengan cara  saling tolong- menolong antar 

sesama. Selain pendapat di atas juga ulama berendapat bahwa hukum hibah itu 
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mubah karena hanya berjutuan untuk taqarrud (mendekatkan diri / hubungan) 

antara pemberi dan penerima hibah. Jika di kaitkan dengan hukum, hibah 

termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Dimana penghibah 

memberikan haknya dengan suka rela tanpa adanya kewajiban mengembalikan 

atau ganti rugi bagi penerima hibah.   

3. Syarat dan Rukun Hibah 

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu 

dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun 

terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun 

adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"
30

 sedangkan syarat 

adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. 

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang 

tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya 

sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya 

sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

Abd al-Wahhâb Khalâf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu 

hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu 

diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah 

keberadaan secara syara‟, yang menimbulkan efeknya.
31

 

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku 
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hukumnya.
32

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu: 

1. Wahib (pemberi) 

 Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. 

Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, 

kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga 

dari harta peninggalan. 

2. Mauhub lah (penerima)  

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang 

dibolehkan menghibahkan seluruh harta. 

3. Mauhub 

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. 

4. Shighat (ijab dan qabul) 

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, 

seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.  

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab 

(ungkapan penyerahan atau pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan) 

dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung).  

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:  

1. Syarat-syarat pemberi hibah 

Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah: 

a. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan 

b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya 

c. Pemberi hibah adalah baligh 

d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan 

keridhaan 
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2. Syarat-syarat penerima hibah 

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian 

hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah 

tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi 

masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, 

pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing. 

3. Syarat barang yang di hibahkan
33

 

a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. 

Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti 

anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang 

masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama 

mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, 

yaitu: (segala yang sah diperjual belikan sah dihibahkan). 

b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. 

c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. 

d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk 

rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan 

tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa 

menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila 

seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, 

sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain 

lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, 
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sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik 

sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan 

rumah itu. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan 

tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang 

dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad 

dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, 

tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah 

tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, 

sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka 

hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan 

menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi 

itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, 

sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini 

pun hukumnya tidak sah. 

e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) 

penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian 

ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena 

keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan 

ulama Hanabilah lainnya mengatakan al-qabdh (penguasaan terhadap 

harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan 

sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama 

Malikiyah menyatakan bahwa alqabdh hanyalah syarat penyempurna 

saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. 



 
 

Berdasarkan perbedaan pendapat tentang alqabdh ini, maka ulama 

Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum 

berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus 

bersamaan dengan al-qabdh (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun 

secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang 

tanah, maka syarat al-qabdh nya adalah dengan menyerahkan surat 

menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang 

dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan 

kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. 

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu: 

1. al-qabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung 

menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh 

sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap 

bertindak hukum. 

2. al-qabdh melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima 

harta hibah ini ada dua, yaitu: 

a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau 

belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya 

adalah walinya 

b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima 

hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau 

barang itu diambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi 



 
 

penyerahan dengan al-qabdh, karena harta yang dihibahkan 

telah berada dibawah penguasaan penerima hibah 

4. Shighat (ijab qabul) 

Ijab qabul di kalangan ulama mazhab Syafi‟i merupakan syarat sahnya suatu 

hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan 

dengan ijab-qabul, yaitu: 

a. Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya 

b. Qabul mengikat Ijab 

c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku 

hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah. 

Mengenai ijab qabul yaitu adanya pernyataan, dapat saja berbentuk 

lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa 

ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan qabul, dengan perkataan 

lain hanya berbentuk pernyataan sepihak. 

4. Macam-Macam Hibah
34

 

a. Hibah mu‟abbad 

Mu‟abbad di sini di maksudkan pada kepemilikan penerima hibah 

terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata mu‟abbad sendiri dapat 

diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini 

tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik mauhub lah. Sehingga 

dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada 

batasan waktu. 
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b. Hibah Mu‟aqqat 

Hibah jenis mu‟aqqat merupakan hibah yang dibatasi karena ada 

syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau 

waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga 

penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan 

tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu „umra 

dan ruqba. 

1. Umra 

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah 

sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah 

meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada 

pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan lafazd, aku umrakan 

barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu 

selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada. 

2. Ruqba 

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali 

kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang 

memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak 

penerima. Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan 

pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang 

menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut: 



 
 

a. Al-Hibah, adalah akad yang dilakukan dengan maksud 

memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih 

hidup dan tanpa imbalan. 

b. Shadaqah, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada 

orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan 

pengganti pemberian tersebut. 

c. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari 

seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan 

maksud mengagungkan atau karena rasa cinta. 

d. Wasiat, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada 

orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris 

meninggal dunia.
35

 

Pada umumnya orang sukar membedakan antara kata hibah, 

sedekah dan hadiah pengertian hibah menurut bahasa hampir sama 

dengan pengertian sedekah dan hadiah, perbedaannya sebagai 

berikut: 

a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada 

orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan 

pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah. 
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b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau 

karena rasa cinta, dinamakan hadiah. 

c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah 

dinamakan hibah. 

5. Penarikan Hibah 

Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah atau 

pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam 

secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali 

hibah orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya 

menarik kembali hibah dan pemberian lainnya menunjukkan akan keharaman 

hal tersebut. Sebagaimana hadits berikut ini: 

ىجتو فَالنجي  صلَ الله عليو ًالو ًسلم قبل العبئذ  : ان    ً عه  

  اثه عج بس

36(مت فقعليو)قيئو لعبئذيعٌدفَك  

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 

"Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang 

menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim). 

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh juga mengemukakan 

pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian 

ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah 

harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. 
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Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan 

kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila 

sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-

laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil. 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh 

sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang 

mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah: 

 

اخر جو اثه مبجو )الٌ اىت أحق  ثيج تو مبلم يثجْت منيب

(قطنَ ًالذار  

Artinya: Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak 

ada pengganti. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni) 

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi 

pencabutan hibah itu kembali, yaitu:  

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi 

hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya 

imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk 

mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh 

dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam 

akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat 

engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan 

setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, 

seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari 



 
 

hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti 

rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti 

rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya 

tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan 

tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh 

menarik kembali hibahnya. 

b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti 

mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan 

silaturrahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami 

istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, 

tidak boleh dicabut. 

c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima 

hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang 

tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang 

dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adala 

sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh 

tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu 

rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu 

bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-

buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut. 

d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah 

melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh 

dicabut. 



 
 

e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah 

atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut. 

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan 

pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut. 

6. Hikmah adanya Hibah 

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah, 

maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat 

disyaratkannya hibah adalah sebagai berikut.
37

 

a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan pengakit dengki, yakni 

penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai 

keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. 

b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, 

mencintai dan menyayangi. 

c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa bermuamalah harus dengan niat 

awal yang baik dengan syarat-syarat yang tidak merugikan satu sama lain yang 

akan mengakibatkan keabsahan. Begitupula dengan program bedah rumah 

dengan tujuan penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak 

huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskina 

terutama di Desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku. Rumah tidak layak 

huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya 

beli masyarakat terhadap rumah. Menurut Kementerian Sosial rumah tidak 
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layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, 

keamanan dan sosial.  

Perlu dipertegas mengenai landasan hukum dan ketentuan dalam proses 

penyaluran bantuan, sehingga tidak akan muncul permasalahan pengenai 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak di inginkan dalam pelaksanaanya di 

lapangan. Berikut ini akan dijelaskan apa itu bantuan stimulan perumahan 

swadaya  

B. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya tidak ada yang persis sama, 

kebutuhan menurut intensitas (penting atau tidaknya) kebutuhan ini di pandang 

dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini di 

kelompokkan menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan 

kebutuhan tersier. Dalam teori tentang kebutuhan, ada satu jenis kebutuhan 

manusia yang bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan ini disebut kebutuhan 

primer adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar dan wajib dipenuhi. Kebutuhan 

primer merupakan tuntutan secara alamiah yang harus dipenuhi.  

Artinya bila kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia akan mengalami 

kesulitan. Itulah sebabnya mengapa kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan 

dasar manusia.
38

 Contoh kebutuhan Primer adalah kebutuhan makan dan minum, 

kebutuhan pakaian dan kebutuhan tempat tinggal. Seperti yang umum dipahami 

bahwa mahluk bermana manusia, mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang 

diperlukan untuk menjalani kehidupannya. Satu segi dari kebutuhan manusia yaitu 
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berkaitan dengan kebutuhan primer atau pokok. 

Kebutuhan tempat tinggal menurut Sulistyo, Mudji (2013) mendefinisikan 

kebutuhan tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak 

huni, namun dalam kenyataan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut 

menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, 

penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat 

memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. 

1. Definisi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia No. 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didalam pasal 1 dijelaskan 

pengertian bantuan stimulan sebagai berikut : 

a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat  

BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk 

pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah. 

b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 

perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang 

layak huni. 



 
 

c. Pembangunan rumah baru atau Perbaikan Total adalah kegiatan 

pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. 

d. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen 

rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau 

memenuhi syarat rumah layak huni. 

e. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarssa 

dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang 

meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru 

beserta lingkungan. 

f. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU 

adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan 

lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman. 

g. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah 

himpunan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) penerima BSPS. 

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang dapat mengaibatkan pengeluaran atas beban APBN. 
39

 

 

                                                           
39

  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 

39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Paraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pelaksanana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 



 
 

2. Tujuan bantuan Stimulan perumahan swadaya 

Program bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah yang di 

gagas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan 

rumah baru beserta lingkungan. Rumah yang layak untuk dihuni merupakan 

rumah untuk tinggal dengan adanya rasa nyaman, terlindung dari sengatan 

matahari, guyuran hujan, dan debu. Namun karena keterbatasan ekonomi 

tidak semua orang, khususnya warga miskin tidak mampu membangun 

rumah yang layak untuk di huni. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 39 Tahun 2015 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya. Dalam pasal 1 angka 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

yang selanjutnya disingkat BSPS adalah Fasilitas pemerintah berupa 

bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah.   

Dewasa ini Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan 

pemerintah merupakan solusi yang tepat untuk mensejahterahkan hidup 

masyarakat miskin terkhususnya di desa Air Limau Kecamatan Rambang 

Dangku Kabupaten Muaraenim. Kemiskinan merupakan suatu keadaan 

dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf 

kehidupan kelompok masyarakatnya, akan tetapi kemiskinan sering 

dipandang tidak tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. 



 
 

Masalah kemiskinan menjadi masalah sosial. 

Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang di gagas oleh 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam 

menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) yaitu untuk 

meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas 

atap, lantai, dan dinding rumah untuk memenuhi syarat kesehatan, 

keselamatan, dan kenyamanan. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Air Limau 

Desa Air Limau merupakan nomor urut ke 15 dari 26 Desa di kecamatan 

Rambang Dangku yng terletak di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera 

Selatan, Jarak dari Desa Air Limauke Ibu Kota Kecamatan Rambang Dangku   

18 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim   90 Km, jarak dari Ibu Kota 

Provinsi Sumatera Selatan   120 Km. Desa Air Limau mempunyai luas wilayah 

  1.800 Km dengan terbagi empet batas wilayah yaitu batas wilyah sebelah Utara 

berbatsan dengan Desa Gunung Raja, batas wilayah sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Lubuk Raman, batas wilayah sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Kahuripan Baru dan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Kahuripan 

Galung Prabumulih. 

Desa Air Limau bermula dari Transmigrasi yang tanahnya merupakan Hibah 

dari tanah tiga Marga yaitu, Marga Empat Petuai Dangku, Marga Rambang dan 

Marga Rambang Kapak Tengah. Perumahan Trans dibangun tahun 1997 sebanyak 

200 kk yang dihuni oleh penduduk lokal yang berasal dari tiga Marga tersebut di 

pimpin oleh M. Korea Mangun, kemudian pembangunan perumahan Trans tahap 

kedua sebanyak 300 kk yang dihuni penduduk bersal dari pulau Jawa di pimpin 

oleh Bapak Darmana dengan nama Trans Sumber Jaya. Kemudian pada tahun 

1984 antara Trans lokal dengan Transmigrasi bergabung berubah nama 

Reseltement Transmigrasi di pimpin oleh Bapak M. Korea Manggun. Pada Tahun 

1989 Reseltement Transmigrasi dan Transmigrasi lokal berubah menjadi Desa 



 
 

Persiapan yang dengan nama Desa Air Limau, yang mana transmigrasi terbagi 

menjadi dua Dusun yaitu Dusun 1 dan 2, trans lokal dusun 3 dipimpin oleh Bapak 

M. Korea Mangun dan tak lama kemudia dari Desa Persiapan menjadi Desa 

Definitif terdaftar di Kabupaten Muara Enim dengan nama Desa Air Limau 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. 

Pada tahun 2000 diadakan pemilihan kepala Desa Air Limau dengan dua 

calon kepala Desa yaitu M. Korea Mangun dan Tumina Rusdiwati. Pada Tahun 

2001pelantikan Kepala Desa Air Limau terpilih yaitu Tumina Rusdiwati untuk 

jangka waktu priode 5 tahun. Setelah satu priode jabatan Tumina Rusdiwati habis, 

maka pada Tahun 2010 pemilihan kepala Desa kembali. Kemudian terpilih Sdr. 

Aryo Agus dan dilantik sebagai kepala Desa Air Limau 6 tahun kedepan. 

Selanjutnya setelah Aryo Agus dilantik maka Kepala Desa tersebut menyusun 

perangkat Desa Air Limau adalah sebagai berikut :  

1. Kaur Pemerintahan : Jasimun 

2. Kaur Pembangunan : Yuan Setyanto 

3. Kaur Kesra  : Sumijan 

4. Pamong Tani  : Feri Permana  

5. Trantip   : Hanedi 

Kemudian dari pada itu untuk melengkapi struktur Desa Air Limau maka 

Kepala Desa menyusun dan bermusyawarah untuk membentuk suatu Badan yaitu 

Badan Permusyawaratan Desa (HPD), dengan susunan sebagai berikut: 

1. Ketua   : Sardi 

2. Wakil Ketua : Ngadiyanto 

3. Sekretris : Samsul 



 
 

4. Anggota : Albiyansyah SE, Sapmuhardi, Didik Haryanto, Dedi R 

Selanjutnya Kepala Desa membentuk lembaga-lembaga lain seperti Kepala 

Dusun, LPMD, Karang Taruna, Lembaga Adat, Ketua RT dan BUMDes. 

B. Kondisi Umum Desa Air Limau  

a. Geografis 

1. Letak Administratif 

a. Desa  : Air Limau 

b. Kecamatan : Rambang Dangku 

c. Kabupaten : Muara Enim 

d. Provinsi : Sumatera Selatan 

2. Batas Wilayah 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Raja 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Raman 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuripn Baru 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Putih Galung Pbm. 

3. Letak Geografis 

a. Pada garis meridian : LS 

b. Bujur Timur  : BT 

4. Letak Ekonomis 

Jarak antara pusat perdgangan 

a. Desa ke ibu kota Kecamatan  : 18 Km 

b. Desa ke ibu kota Kabupaten  : 85 Km 

c. Desa ke ibu kota Provinsi  : 120 Km 

5. Kontur Tanah 



 
 

Jenis   : Potsolike merah kuning 

Struktur  : Lempung berpasir 

Tektor   : Liat 

Drainse  : Air hujan 

Warna   : Merah kekuning-kuningan  

PH    : 5-6 

Tingkat kesuburan : Sedang 

6. Luas Wilyah 

a. Lahan Pekarangan  : 30 Ha 

b. Lahan Kebun Plasina : 25 Ha 

c. Lahan Desa  : 17 Ha 

d. Lahan Umum  : 1200 Ha 

e. Lahan Lain  : 2 Ha 

f. Lahan Perkuburan : 3 Ha 

Desa Air Limau merupakan salah satu dari 26 Desa di wilayah 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Desa Air 

Limau mempunyi luas wilayah   1.800 Km. 

Iklim Desa Air Limau sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim Kemaru dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanah yng ada di Desa Air Limau Kecamatan 

Rambang Dangku. 

b. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk 

1. Jumlah Penduduk 

Desa Air Limau mempunyai 550 kk Jumlah Penduduk 2230 Jiwa, yang 



 
 

tersebar dalam 6 wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel  

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk 

D Dusun 1 D Dusun 2 D Dusun 3   Dusun 4 D Dusun 5   DDusun 6  

430 Org 175 Org 150 Org 429 Org 311 Org 283 Org 

 

1. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarkat Air Limau adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan 

Pra Sekolah SD SMP SLTA Sarjana 

284 Org 739 Org 315 Org 310 Org 48 Org 

 

2. Mata Pencarian 

Karena Desa Air Limau merupkan Desa peranian, maka sebagian 

besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya 

sebagai berikut : 

Tabel 3 

Mata Pencarian 

Petani Pedagang PNS Buruh 

654 Org 85 Org 18 Org 287 Org 

 



 
 

3. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan Tanah di Desa Air Limau sebagian besar diperuntukan 

untuk Tanah Pertanian Perkebunan Karet sedangkan sisanya untuk 

Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainya. 

4. Pemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Air Limau 

adalah sebagai berikut : 

Ayam/Itik Kambing Sapi Kerbau Lain-Lain 

395 50 8   

 

5. Sarana dan Prasaran Desa 

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Air Limau secara besar 

adalah sebagai  berikut : 

Balai Desa Jalan Kab Jalan Kec Jalan Desa Masjid dll 

Ada Ada  Ada 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Kelembagaan dan SOTK Desa 

Susunan Struktur orgnisasi perngkt Desa Air Limau 

 

 

 

  

Kepala Desa Air Limau 

ARYO AGUS 

 

   BPD 

Sekretaris Desa 

Efdi Yanto 

Kaur 

Kesra 

 

Sumijan 

Kaur 

Ekobang 

 

Yuan Setyanto 

Kaur 

Pemerintahan 

 

Jasimun 

Kapelnis 

Kamtibmas 

 

Hanedi 

Kapelnis 

Pamong Tani 

 

Feri Permana 

Kadus 6 

Sugeng W 

Kadus 5 

Suretno G 

Kadus 4 

Hasanidin 

Kadus 3 

M. Aji Tarmizi 

Kadus 2 

Rakhmat 

Kadus 1 

Jemingin 



 
 

7. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Air 

Limau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Wakil Ketua 

BPD 

Ngadiyn

to 

Sekretaris BPD 

Samsul 

Ketua BPD 

Sardi 

Anggota 

Dedi Riyansyah 

Anggota 

Sapmu Hardi 

Anggota 

Didik Widianto 

Anggota 

Albiansyah SE 



 
 

BAB IV 

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  

pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku 

Kabupaten Muara Enim 

 

A. Proses Pelasanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang 

Dangku. 

Pada hakikatnya bermuamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa unsur 

paksaan. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala 

aspek, baik di bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial- budaya. 

Aspek ekonomi yaitu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi: produksi, distribusi dan 

konsumsi barang. Usaha-usaha untuk meningkatkan tafar hidup masyarakat secara 

individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan bemuamalah mengenai program bedah 

rumah yang akan di tinjau melalui fiqih muamalah. 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang di gagas Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk 

mengurangi/menyelesaikan backlog (kekurangan jumlah rumah) rumah tidak 

layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak 

mampu untuk merenovasi rumah mereka terkhusus di desa Air Limau kecamatan 

Rambang Dangku. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan, 

namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak  



 
 

mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati 

diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. 

Dari uraian di atas sudah dijelaskan pada bab dua, bahwa Batuan Stimulan 

Perumahan Swadaya merupakan termasuk dari dana Hibah. Dasar hukum 

pemberian Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.
40

 

1. Mekanisme Pendanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah 

terkhusus di daerah serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. Maka Pemerintah terkhususnya di wilayah Muara 

Enim memberikan hibah kepada masyarakat desa Air Limau. Dasar hukum 

pemberian Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri 

dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman 

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.
41

 

Di dalam pasal 37 peraturan menteri belanja hibah didefisikan sebagai 

belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada 

pemerintah daerah. Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen 
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Pasal 22) 
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dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tepat 

sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisiensi dan 

efektif, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, 

Dana hibah sejatinya diperuntukan dalam rangka akselerasi pembangunan 

daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.
42

 

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi amanah tersebut, Pemerintah 

pusat maupun di daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sebagai salah satu konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab 

menyediakan layanan kepada masyarakat, yang memerlukan adanya 

kerjasama dan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. 

Program pembangunan daerah harus mengacu kepada prefensi dan 

kebutuhan masyarakat secara nyata, lebih lanjut program yang di usulkan 

tidak boleh didasarkan pada keinginan, melainkan harus benar-benar 

merupakan kebutuhan dan oleh karena itu, pengusulan perlu disusun dalam 

waktu singkat, dengan menpercepat tindakan pembangunan. Sebagai 

masyarakat miskin, mungkin secara tidak langsung mengharapkan bantuan 

dalam hal perbaikan kondisi tempat tinggalnya karena sebagai pendukung 
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aktivitas-aktivitas sehari-hari serta tempat berkumpulnya keluarga dalam 

menjalani kehidupannya. 

2. Kriteria dan Persayatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia No. 39 Tahun 2015 memberikan Kriteria dan Persyaratan Bantuan 

Stimulan. Ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf angka 7, ayat (2) 

huruf f, dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut  

Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria: 

1) MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang memohon BSPS 

(Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)  harus memenuhi persyaratan 

administrasi.. 

2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: 

a. Surat permohonan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 

b. Surat pernyataan di atas materai secukupnya yang menyatakan : 

1.1 Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun 

barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD 

provinsi/kabupaten/kota; 

1.2 tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang 

belum dibagi; 

1.3 satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya 

atau sebelum memiliki rumah; 

1.4 akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS; 

1.5 tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih 

apapun; 

1.6 bersunggunh-sungguh mengikuti program BSPS dan 

melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam 

pelasanaan BSPS; dan 



 
 

1.7 memberi kuasa kepada ban/pos penyalur untuk menyampaikan 

informasi isi rekening tabungan PPK dan melakukan pendebetan 

rekening penerima bantuan atas perintah PPK 

c. fotocopi sertifikat hak atas tanah; fotocopi surat bukti menguasai 

tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepada desa/lurah; 

d. fotocopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotocopi kartu 

keluarga; 

e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang 

berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang 

berpenghasilan tidak tetap. 

3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

huruf b, huruf e, dan huruf f sebagaiman tercantum dalam lampiran I 

yangmerupakan bagian tidak terpisakkan dari peraturan Menteri ini 

1.8 Kriteria Objek bantuan stimulan 

a. Pembangunan rumah baru 

Berada di atas tanah yang  dikuasai secara fisik dan jelas batasnya 

1) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi 

2) Berada di atas tanah yang dikuasai secara fisik dan jelas 

batas-batasnya. 

3) Tidak dalam status sengketa 

4) Pengguaannya sesuai dengan rencana tata ruang 

5) type rumah 4x6 

6) Tidak mempunyai MCK (Mandi, cuci, kakus) 

7) Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai 

dan atap tidak memenuhi standar layak huni. 

b. Peningkatan Kualitas Rumah 

Adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk 

meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. 

Kriteria didahulukan rumah yang tingkat kerusakan paling 

tinggi 

1.9 Persyaratan penerima bantuan 

a. Surat permohonan tidak mampu 



 
 

b. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan stimulan 

perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat. 

c. Surat yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah 

warisan yang belum dibagi. 

d. Fotokopi sertifikat hak tanah 

e. Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk 

atau surat keterangan domisili lokasi pembangunan 

perumahan swadaya. 

Di desa Air Limau yang mendapatkan bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya sebanyak 42 unit rumah, yang terdiri dari 6 Dusun. Yang memegang 

tanggung jawab Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Air limau 

adalah Kepala Desa. Sosialisasi ke masyarakat desa Air Limau dilakukan 

sebanyak dua kali. Adapun persyaratan yang di berlakukan kepala desa untuk 

bisa mendapatkan bantuan Stimula Perumahan Swadaya, mengumpulkan kartu 

keluarga kepada kepala dusun kemudian diserahkan ke Kepala Desa lalu 

selanjutnya tahap survei yang di seleksi oleh pemerintah Muaraenim yang 

dilakukan berulang kali untuk menetukan siapa yang berhak menerima bantuan 

bedah rumah sesuai dengan kriteria dan persayaratan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan berkerjasama dengan depot bahan 

bangunan. Jadi masyarakat Air Limau yang menerima bantuan bukan berbentuk 

uang melainkan bahan bangunan seperti bata plister, genteng dan bahan banguan 

lainya untuk bedah rumah.
43
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Tabel 1 

Nama-nama warga desa Air Limau yang mendapat bantuan stimulan perumahan 

swadaya pada dusun 1 sampai dusun 4. 

Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 Dusun 4 

M.Umar Tarmidi 

Walgunadi 

Agus Rianto 

Hendri 

Krisdiharjo 

Jaja 

AAdi Gunawan 

SSuyanto 

 

Tomi Wiyono 

Suardi Effendi 

Misran 

M.Farid 

Teguh Rihandoko 

Sarikun 

Paiman 

Wakijo 

Ngatiman 

Juadi 

Alamsyah 

Suwardi Agi Saputra 

Suwandi 

Sudirman 

M.Suud 

Heri Yanto 

Nurmala Ningsih 

M. Nazara 

 

 

 

 

Ambiyan 

Amlan 

Debi 

Romli 

Sugeng 

Sopuan 

 

Tabel 2 

Nama-nama warga desa Air Limau yang mendapat bantuan stimulan perumahan 

swadaya pada dusun 5 dan dusun 6. 

 

Dusun 5 

 

Dusun 6 

Nurdi 

Suyanto 

Yusnante 

Fendi 

Tukijo 

Rahmat 

Matcik 

Joyo Utomo 

Suswandi 

 

Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Air Limau 

dilakukan pada tahun 2015-2016 target masa pembangunan 3 (tiga) bulan 16 



 
 

(enam belas) unit rumah yang sudah terenovasi. Nurmala Ningsih
44

 salah satu 

warga dusun 3 yang mendapat bantuan di Desa Air Limau, beliau berujar dengan 

di adakannya bantuan stimulan perumahan swadaya sangat membantu 

masyarakat terutama masyarakat yang rumahnya tidak layak huni di karenakan 

penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan 

pendidikan anak-anaknya jadi belum mampu merenovasi rumah yang sudah 

rusak bagian atap dan dinding takut ambruk dan menimpa anggota keluarganya 

yang ada di dalamnya yang terdapat 4 (empat) anggota keluarga. Rumah ibu 

Nurmala termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni. 

Masyarakat desa Air Limau merupakan masyarakat yang memiliki potensi 

untuk menjadi masyarakat mandiri dalam memajukan desa Air Limau, namun 

keinginan untuk memajukan desa tersebut tidak mendapat dukungan dari 

pemerintah setempat sehingga potensi yang dimiliki hanya angan-angan belaka 

dengan alasan lokasi desa yang sulit di tempuh, terlalu jauh dengan kota. 

Dukungan publikasi mengenai desa setempat harus dilakukan sama-sama 

sehingga tujuan yang di inginkan untuk memajukan masyarakat desa terpenuhi. 

Untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat desa yang lebih baik harus 

adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan turut 

melibatkan masyarakat di desa tersebut, karena desa dalam kehidupan sehari-

hari di istilahkan dengan kampung yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari 

keramaian kota, sehingga perlu adanya kontribusi dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah dan di salurkannya ke desa yang dihuni oleh kelompok 
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masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. 

Sedangkan secara administratif desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih 

dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri 

atau berhak mengatur rumah tangga sendiri (otonomi). Karena masyarakat desa 

cenderung bersifat homogen dimana biasanya masyarakat desa mempunyai 

kerabat yang masih berhubungan erat, sehingga sifat homogen ini 

mencerminkan kebersamaan yang terbentuk dalam sifat gotong royong. 

Suardi Effendi
45

 warga dusun 2 yang mendapatkan bantuan beliau 

mengungkapkan selama proses berlangsungnya bantuan tidak ada hambatan 

yang membuat beliau kesulitan memenuhi persyaratan dan mengutamakan sifat 

gotong royong antar sesama tetangga dalam proses membangun rumah yang 

tidak melalui tenaga ahli proverti perumahan (tukang). 

Dewasa ini Indonesia sendiri telah menetapkan dalam pasal 28 ayat 1 

Undang-undang Dasar RI tahun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak untuk 

kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal 

perseorangan ataupun setiap orang. Karena secara fungsional rumah dijadikan 

sebagai wadah untuk berlindung dari tantangan alam dan ancaman binatang, 

sekaligus wadah interaksi sosial keluarga dan pada kasus tertentu mewadahi 

aktivitas ekonomi penghuninya. Jadi dapat dikatakan, hak perumahan secara 

nasional didefinisikan sebagai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan akses 

menghuni rumah yang layak dalam sesuatu komunitas yang aman dan 
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bermartabat secara berkelanjutan.  

Dalam fiqih muamalah hak manusia terdapat dalam bagian hak „aini yaitu 

hubungan yang terdapat antara pemilik hak dengan benda yang telah ditentukan 

zatnya memberikan kekuasaan langsung kepada si pemilik atas benda tersebut 

hal ini sangat berkaitan dengan hibah.
46

 Aspek muamalah kebanyakan dijelaskan 

secara global belaka, sehingga masih sangat terbuka untuk menerima berbagai 

penafsiran baru yang lebih relevan. Sebab, dengan menggunakan bahasa-bahasa 

simbolik, atau sekedar menggunakan kategori-kategori dasar. Inilah berarti, 

aturan pelaksanaannya masih membutuhkan aturan-aturan tambahan untuk 

merealisasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

Adapun problematika bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air 

Limau. Siti Bainah
47

 warga dusun 3 yang tidak mendapatkan bantuan stimulan 

perumahan swadaya beliau mengatakan bahwa program tersebut tidak tepat 

sasaran dikarenakan pengurus bantuan memiliki ikatan kerabat dekat. Hal ini 

menyebabkan masyarakat yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan 

bantuan tersebut menjadi layak sedangkan banyak masyarakat yang layak untuk 

mendapatkan bantuan tersebut menjadi tidak layak dikerenakan tidak 

mempunyai kerabat dekat dengan seorang pengurus bantuan stimulan 

perumahan swadaya. 

Erni
48

 warga dusun 6 yang tidak mendapatkan bantuan stimulan beliau 

mengatakan bahwa sudah melengkapi semua persyaratan seperti, surat 
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permohonan tidak mampu, surat pernyataan belum menerima bantuan stimulan 

perumahan, surat kuasa tanah, dan kartu keluarga terutama melihat dari kondisi 

rumah beliau sangat masuk dalam kriteria bedah rumah atap seng, dinding kayu 

yang sangat mudah rapuh dan MCK yang tidak nyaman. Menurut kriteria 

peraturan menteri sangat pantas rumah ibu Erni untuk di bedah.  

Tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan hidup pada saat ini sangat tinggi 

sehingga seseorang rela melakukan apapun demi terpenuhinya kebutuhan hidup 

mereka, walaupun dengan cara yang tidak baik. Sebagai manusia yang mengerti 

aturan keadilan bahwa hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam 

hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat 

memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Hak adalah sesuatu yang mutlak 

menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan 

pengertian kewajiban secara umumnya adalah sesuatu yang harus dilakukan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Seperti bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau Kecamatan 

Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, hak dan kewajiban tidak berjalan 

dengan semestinya. Realitas dilapangan, masyarakat yang rumahnya masih 

layak untuk dihuni yang mendapatkan bantuan rumah karena mempunyai 

kerabat dekat dengan seorang pengurus bantuan. Begitu pula yang terjadi dengan 

pengurus bantuan stimulan perumahan swadaya tidak betanggung jawab sebagai 

seorang pemimpin yang telah dipilih untuk mengurus segala hal yang berkaitan 

dengan bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau Kecamatan 

Rambang Dangku kabupaten Muara Enim. 



 
 

Terjadi banyak kasus korupsi di negara kita, merupakan bukti nyata bahwa 

bangsa Indonesia miskin pemimpin yang amanah. Para pemimpin dari mulai 

tingakat desa sampai negara telah terbiasa menghianati kepercayaan masyarakat 

dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri. 

Pemimpin semacam ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai pemimpin, 

mereka merupakan para perampok yang berkedok. Seorang pemimpin yang 

tidak memiliki kesadaran ketuhanan, maka akan pincang dalam melaksanakan  

kepemimpinannya.  

Menyalahgunakan kekuasaan tersebutlah yang menyebabkan tidak tepatnya 

sasaran, yang bukan termasuk dalam kriteria justru mendapat bantuan stimulan 

perumahan swadaya hal tesebut berdampak pada ketidak efektifan sasaran 

program tersebut yang secara umum dirasakan oleh masyarakat miskin di desa 

Air Limau kecamatan Rambang Dangku yang belum mendapat bantuan karena 

setelah berjalannya program menimbulkan kendala. 

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya pada Masyarakat Miskin di Desa Air Limau Kecamatan 

Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim 

Fiqih muamalah lebih menekankan pada keharusan untuk mentaati aturan-

aturan Allah SWT yang telah di tetapkan untuk mengatur hubungan antara 

manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan 

harta benda. Aturan-aturan Allah ini di tunjukkan untuk mengatur kehidupan 

manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial 

kemasyarakat. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti 



 
 

aturan yang telah di tetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat 

duniawi sebab aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di 

akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan akhirat, sebab 

sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus di dasarkan pada ketetapan Allah 

SWT agar kelak selamat di akhirat.
49

 

Islam sebagai agama yang memberikan berbagai aturan, dalam 

mengembangkan prinsip kehidupan bermuamalah telah memberitahu bahwa 

apapun yang dilakukan secara tidak benar akan menimbulkan dampak yang 

sangat buruk. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan 

harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinan 

ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. 

Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena 

jujur itu identik dengan kebenaran.  

Mengambil hal pokok dari permasalahan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya yang menyebabkan tidak efektifnya bantuan tersebut di karenakan 

pemimpin yang tidak adil yang terjadi didesa Air Limau, dalam menjalankan 

tugas yang di amanahkan. Sejatinya apabila pemimpin tersebut jujur dan adil 

pada bantuan tesebut, akan memberi dampak yang sangat baik bagi pemimpin 

tersebut. Terutama pada perekonomian desa Air Limau sendiri karena dengan 

majunya desa Air limau akan meningkatnya produksi, distribusi dan konsusmsi 

yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat desa Air Limau yang 

semakin baik. 
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Mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang 

pemimpin. Kemakmuran atau kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung 

pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang pemimpin berlaku adil sesuai 

dengan petunjuk Syariat Islam maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian 

sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam 

menjalankan amanahnya maka rakyat pun akan berujung pada kesengsaraan. 

Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan 

dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah ta‟ala. Sementara pemimpin 

zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya akan diancam dengan 

berbagai macam ancaman.  

Dalam firman Allah swt yang artinya “Dan janganlah sebagian kamu 

memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mngetahuinya.” (QS. Al-Baqarah ayat 188) 

Mengambil keuntung lebih dari jabatan yang diterima apalagi dari dana 

sosial hibah, karena pada dasarnya dana sosial hibah di peruntukan untuk 

kepentingan kegiatan sosial masyarakat luas (kepentingan umum). Menyalah 

gunakan jabatan demi kepentingan pribadi akan merusak tatanan nilai agama 

Islam, sosial dan budaya sehingga dampaknya begitu luas. 

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa dapat diberikan 

kepada pemerintah daerah tertentu sepenjang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Pemberian tersebut tidak bisa di salah gunakan karena 



 
 

sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 

pasal 43 ayat 4 menjelaskan hibah kepada masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan 

pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam pasal tersebut pemberian hibah 

sudah memiliki porsi masing-masing. 

Dalam agama Islam, membantu mensejahterahkan kehidupan umat sangat di 

anjurkan asalkan dengan niat untuk kebaikan kehidupan umat tersebut bukan 

dengan tujuan untuk kepentingan individu semata dengan cara menzalimi yang 

lain. Kesejahtaraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal yaitu 

kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahterah lahir 

dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang berkerja 

untuk kesehteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk 

keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahterah.
50

 

Allah SWT berfirman yang artinya : ...dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 

(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, (QS. al-Baqarah ayat 177). Berdasarkan ayat di 

tersebut. Sarat meraih kebajikan yang sempurna adalah menjalin hubungan baik 

dengan sesama manusia dengan cara menyisihkan harta kepada fakir, miskin, 

anak-anak yatim. 
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Bentuk dari akad hibah diantaranya ialah memberikan sesuatu baik itu 

berupa barang, bangunan, tanah dan sebagainya kepada orang yang diberi tanpa 

meminta atau mengharapkan imbalan apapun juga kepada orang yang diberi 

tersebut. Syariat Islam telah memberikan tuntunan dan perintah atas setiap jiwa 

muslim yang memiliki kelebihan rezeki guna menafkahkan atau membelanjakan 

sebagian rezekinya tersebut dengan cara menghibahkan sesuatu yang bermanfaat 

bagi orang yang diberi dan membutuhkannya seperti kepada karib kerabat kaum 

fakir dan miskin, anak yatim serta kaum du‟afa.   

Fiqih muamalah dijadikan sebagai landasan dalam setiap kegiatan yang 

berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya tanpa keluar dari jalur yang 

telah di tetapkan oleh Allah SWT. Mengatur kemaslahatan umat merupakan 

tanggung jawab terbesar seseorang pemimpin. Sebagai sistem kehidupan, Islam 

memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali 

dunia sosal dan ekonomi (muamalah). Sistem Islam ini berusaha 

mendialektikkan
51

 nilai-nilai sosial dan ekonomi dengan nilai akidah ataupun 

etika. Artinya kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh manusia 

dibangun dengan dialetik nilai materialisme dan spiritualisme
52

. Kegiatan 

ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga 

kaidah fiqh yang digunakan dalam mngidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Materialisme/ ma°te°ri°al°is°me/ 

Materialisme/  Pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termsuk kehidupan 
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mengutamakan kerohanian: ia merupakan perhatian pada ilmu-ilmu gaib, seperti mistik dan (2) 

kepercayaan untuk memenggil roh orang yang sudah meninggal (3) spiritisme 

 



 
 

juga menggunakan kaidah fiqh muamalah 

Kaidah fiqh dalam muamalah memberikan arti bahwa dalam kegiatan 

muamalah yang notebene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan 

sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat 

kepada diri sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada 

ketentuan yang melarangnya. Di dalam fiqh muamalah, terdapat aturan yang 

jelas dan tegas mengenai objek transaksi yang diharamkan, seperti minuman 

keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang 

berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga di haramkan. Kaidah 

ini juga memberikan dampak bahwa setiap objek haram yang didapatkan dengan 

cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah objek haram tersebut menjadi 

halal. 

Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara 

bertransaksinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu tadlis 

(penipuan), ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply), bai‟najasy (rekayasa pasar 

dalam demand), taghrir (ketidakpastian), dan riba (tambahan). Segala macam 

transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam 

Islam. Ketidaksah/lengkapnya suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun 

(terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi 

ta‟alluq (dua akad yang saling berkaitan)
53

   

Tujuan membangun kehidupan masyarakat desa adalah menciptakan 

kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa 
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mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan 

bagi seluruh masyarakat. Begitu pula dengan adanya Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya dapat mengurangi kesenjangan hidup masyarakat miskin 

yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup 

Di dalam pembangunan masyarakat desa masih terdapat permasalahan yang 

sangat relevan dibahas, alasannya. Pertama dalam dua dasawarsa terkhir, 

perkembangan pembangunana hanya berkecimpung didaerah perkotaan 

sementara secara umum Negara kita Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. 

Kedua, kendati pada masa pemerintahan orde baru telah mencanangkan berbagai 

upaya kebijaksanaan dan program pembangunan desa, tetapi secara real dapat 

kita lihat bahwa kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh 

dari yang diharapkan (memperihatinkan).
54

 

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan 

oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat desa tidak hanya 

semata-mata tidak hanya sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih 

kepada kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan 

segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mendiri. Sementara itu, 

pembangunan juga  perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat 

menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup 

pembangunan pedesaan yang sangat luas.
55

 

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan adalah merupakan proses 

perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan 
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berarti perubahan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk  

mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki. Apabila 

kita cermati keadaan yang terjadi disekitar kita, masyarakat kecil atau 

masyarakat kelas bawah ternyata bukanlah masyarakat yang secara keseluruhan 

hanya mampu menggantungkan kehidupannya pada pihak lain, dalam hal ini 

terutama pada pemerintah. Mereka juga bukan seluruhnya dapat dikatakan akan 

menjadi beban pembangunan bangsa, karena diantara mereka juga pada 

dasarnya tumbuh semangat untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan pada 

pihak lain. 

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah tujuan untuk mencapai 

suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat 

peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola masyarakat, yaitu pola 

yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa). Pengertian 

pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikan 

pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.
56

 

Jadi dapat disimpulkan dari uraian di atas mengenai bantuan stimulan 

perumahan swadaya pada masyarakat desa Air Limau, berdasarkan syarat-syarat 

hibah bantuan bedah rumah di desa Air Limau sudah memenuhi syarat sahnya 

hibah: adanya pemberi, penerima, barang/benda yang diberikan dan ijab kabul. 

Namun problematika yang terjadi pada pemimpin yang diberikan amanah 
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tersebut yang menyebabkan terjadinya kecemburuan pada masyarakat yang tidak 

mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya.  

Hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum 

tekstual (nash) serta sumber hukum paratekstual (ghairu nash) yaitu ijma‟, 

Qiyas, Istihsan, Maslahah, Urf‟, pendapat sahabat dan Syariat umat terdahulu. 

Dalam hal sumber yang signifikan hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa 

hukum Islam bersumber kepada wahyu Tuhan sedangkan hukum positif 

bersumber pada realitas kehidupan masyarakat. Seperti menjadi simsbiosis 

mutulisme mentaati hukum positif berarti ikut memajukan pembangunan dan 

penghasilan di era modern ini dan mentaati hukum agama agar terhindar dari 

perbuatan tercela memberikan batasan yang benar bukan berasal hari aturan 

manusia melainkan dari Tuhan. 

 

 

 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara 

Enim maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Perlaksanaanya berjalan dengan aturan yang terlah ditetapkan tahap 

pertama selalui kepada dusun yang kemudian setujui oleh kepala desa 

kemudian tahap akhir disurvei dan diseleksi oleh pemerintah Muara 

Enim. Dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan bedah 

rumah: 

a. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang 

yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota; 

b. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya 

atau sebelum memiliki rumah; 

c. type rumah 4x6 

d. Tidak mempunyai kakus (MCK) 

e. Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai dan atap 

tidak memenuhi standar layak huni. 

f. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum 

dibagi; 

g. Fotokopi sertifikat hak tanah 

h. Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat 

keterangan domisili lokasi pembangunan perumahan swadaya 

i. Surat permohonan tidak mampu 

 



 
 

2.  Berdasarkan syarat-syarat hibah bantuan stimulan perumahan swadaya 

di desa Air Limau sudah memenuhi syarat sahnya hibah: adanya 

pemberi, penerima, barang/benda yang diberikan dan ijab kabul. 

Namun problematika yang terjadi di lapangan terjadi kecemburuan 

sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria 

bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak lima (5 orang) tergeser 

oleh masyarakat yang memilki hubungan kekerabatan dengan dengan 

aparatur desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan stimulan 

perumahan swadaya. 

B. Saran 

1. Bagi para pengurus bantuan stimulan perumahan swadaya hendaknya 

tanamkan sikap tanggung jawab, jujur, amanah dan adil karena seorang 

pemimpin di tuntut tidak pandang bulu dalam menentukan tugas yang di 

ambil, walaupun dengan kelurganya sekalipun. 

2. Kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun 

karena terjadi manipulasi seorang pemimpin segera laporkan kepada 

pihak berwajib, karena itu merupakan hak masyarakat yang 

berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan 

swadaya. 
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